
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 95 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN F NG I SERTA TATA 
KERJ A UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN 

PADA BADAN PENANGGULANGAN BE NCANA DAERAH 

Menim b g 

Menginga t 

DENGAN RAHMAT UHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk melaksa nakan ketentuan Pasal 9 4 ayat (3) 
Peraturan Bu pati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 20 2 1 ten tang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs i Perangkat 

a erah, p rlu men etapkan eraturan pati ten tang 
Pem en lka n , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 
KeIja Uni P I sana Teknis Daerah Perna am Ke bakaran pada 
Badan enanggulangan Be c Daerah; 

1. Und g-Un dang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan 
Da rah- aera h a bupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
B at (Be ita Negara Republik Indones i Tahu n 1950), 
s eba gaiman telah diu bah dengan U dang- ndang Nomor 4 
Tahun 968 ten tang Pembentukan Kabupa te n Purwakarta 
dan Ka b paten Subang dengan me n bah Un ang-Unda ng 

om or 14 Tahun 1950 ten tang Pem b n tuk Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Pro insi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , 
Tambah n mbaran Negara epublik Indonesia Nomor 
2851); 

2. Undang-Undang N or 23 ahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Nomor 5587), sebagairnana teIah diubah beberapa kali , 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lemba ran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tarnbahan Lembaran Negara 
RepubIik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana teIah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Pera turan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

4. Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikmalaya Nomor 1 
Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Lembaran Daera h Kabupaten Ta sikma la a Tahun 
2016 Nomor 1); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No or 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang me njadi 
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tas ikmalaya 
(Lem baran Daerah Kabu paten Tasikmalaya Tahu 2016 
Nomor 3); 

6 . Peraturan Daerah Kabupate n Tasikmalaya Nom or 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Ka bu paten Ta sikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah d iubah beberapa 
kali , terakhir dengan Pera turan Daerah Ka bupaten 
Ta s ikma laya Nom or 3 Tahun 2021 ten tang Perubaha n Kedua 
a tas Pera turan Daerah Kabupaten Tasikmalaya omor 7 
Tahun 20 16 tentang Pembentukan dan usunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupate n Ta sikmala a Tahun 
202 1 Nomor 3 ); 

7 . Peraturan Bupati Ta sikmalaya Nom or 39 Tahun 202 1 ten tang 
Kedudukan , Susunan Orga n isasi, Tugas dan F'ungsi 
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2021 Nomor 39) ; 

8. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nom or 6 6 Tahun 2021 tentang 
Tuga s dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(Berita Da erah Ka bupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 

66); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN 
ORGAN!SAS!, TUGAS DAN F'UNGS! SERTA TATA KERJA UNIT 
PELAKSANA TEKN!S DAERAH PEMADAM KEBAKARAN PADA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH. 



3 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

DaIam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adaIah Bupati TasikrnaIaya. 
2 . Daerah adaIah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Badan adaIah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 

TasikrnaIaya. 
4 . KepaIa Badan adaIah KepaIa Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Ta sikrnaIaya . 
5. KepaIa Pelaksana adaIah KepaIa Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kabupaten TasikrnaIaya. 
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut 

UPTD Pemadam Kebakaran adaIah UPTD Pemadam Kebakaran pada adan 
Pen anggulangan Bencana Daerah Kabupaten TasikrnaIaya. 

7. KepaIa UPTD adaIah KepaIa UPTD Pemadam Kebakaran pa a Badan 
Penanggulangan Ben cana Daerah Kabupaten TasikrnaIaya. 

8. Kelompok Jabatan FungsionaI a dalah j a batan pegawai n egeri si il yang 
melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak yang didasarkan 
pada keahlian dan/atau ketera mpilan tertentu yang bersifat mandiri. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemadam Keba karan Kela s A pada 
Badan Pen anggulangan Bencana Daerah Kabupaten TasikmaIaya. 

BAB III 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesa tu 
Kedudukan 

Pasal3 

(1) UPTD Pemadam Kebakaran merupakan u nsur pelaksana teknis operasionaI di 
lapangan daIam operasionaI pemadaman ke bakaran. 

(2) UPTD Pemadam Kebakaran dipimpin oleh seorang KepaIa UPTD yang daIam 
melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KepaIa 

Pelaksana. 

Bagian Kedua 

Tugas 

Pasal4 

UPTD Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud daIam PasaI 2 mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas di lapangan daIam operasionaI pemadaman 
kebakaran. 
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Bagian Ketiga 

Fungsi 

Pasal 5 

Oalam melaksanakan tugas, UPTO Pemadam Kebakaran sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 4 mempunyai fungsi: 
a . Pelaksanaan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Oaerah 

Kabupaten Tasikmalaya di bidang pemadaman kebakaran; 
b. Pengendalian operasional pencegahan dan pem adaman kebakaran; 
c. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instans i, lembaga terkait dalam 

pelaksanaan tugas pe madaman kebakaran; 
d. Pelayanan kepada masyarakat dalam opera sional pem a dam keb akaran; 
e. Pelaksanaan urusan kesekretariatan; dan 
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana. 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAlAN 

Bagian Kesatu 
Susunan Organisasi 

Pasal 6 

(1) Susu nan Organisasi UPTO Pemadam Kebakaran terdiri atas: 
a. KepaJa UPTO; 
b. Subbagian Tata Usaha; dan 
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Keten tuan mengenai susunan organisasi UPTO Pemadam Kebakaran 
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan b agian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati . 

Bagian Kedu a 
Kepega waian 

Para graf 1 
Pengangkatan dan Pemberhen tian 

Pasal 7 

(1) Kepala UPTO diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala 
Pelaksana. 

(2) Pejabat pelaksana dan/atau pejabat fungsional di lingkungan UPTO Pemadam 
Kebakaran diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Eselon 

Pasa l8 

(1) Kepala UPTO merupakan jabatan struktural eselon IV.a . 

(2) Kepala SUbbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b. 
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BABV 
RINCIAN TUGAS UNIT 

Bagian Kesatu 
KepaIa UPTD 

PasaI 9 

(1) KepaIa UPTD sebagaimana dimaksud daIam PasaI 6 huruf a mempunyai tugas 
pokok melaksanakan pengendaIian dan pengawasan seluruh kegia tan tugas 
dan fungsi UPTD Pemadam Kebakaran daIam pengelolaan dan pelayanan 
penanggulangan kebakaran khususnya operasionaI pemadaman kebakaran 
dan pertolongan akiba t bencana lain sesuai dengan peraturan perundang­
undangan . 

(2) Da lam m enyelenggarakan tugas pokok, KepaIa UPTD sebagaimana di aksud 
p da ayat (1) mempunyai rincian tugas meliputi: 
a. Melaksanakan penyusunan bahan kebija kan teknis pencegahan, 

pengendaIian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan masya raka t dan 
penanganan bahan berbahaya dan beracun; 

b. Melaksanakan pembinaan penin gkatan kapasitas personil p madam 
kebakaran; 

c. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sumber daya aparatur 
pemadam kebakaran berbasis kompetensi dan sertifikasi; 

d. Melaksanakan penyusunan kebutuhan dan penyiapan saran a dan 
prasarana pemadam kebakaran; 

e. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pem berdayaan masyarakat 
daIam pencegahan dan pemadaman kebakaran; 

f. Melaksanakan inspeksi peraIatan proteksi kebakaran; 
g. Me1aksanakan koordina si dan kerja sama daIam p ncegahan, 

pen gendaIian, pemadaman, penyelamatan, pemberdayaan ma syarakat dan 
penanganan bahan berbahaya dan beracun; 

h . Melaksanakan penyusunan bahan kebutuhan peraIatan sarana dan 
prasarana pemadam kebakaran; 

1. Me1aksanakan penyusunan standar opera sionaI prosedur lingkup tugas 
UPTD pemadam kebakaran; 

J. Melaksanakan koordinasi dan pengawasan kegiatan UPTD pemadam 
kebakaran; 

k. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan kegiatan pemadaman 
kebakaran; 

I. Melaksanakan pelayanan informasi pema dam kebakaran kepada 

masyarakat; 
m . Melaksanakan pemadaman, penanggulangan dan penyelamatan jiwa/ harta 

benda sebagai akibat bencana kebakaran dan bencana lain; 
n. Melaksanakan pemantauan operasionaI kegiatan pemadaman kebakaran; 
o. Melaksanakan investigasi kejadian keba karan; 
p. Melaksanakan hubungan kerj a sama baik dengan pemerintah maupun 

masyarakat/ swasta daIam pelaksanaan operasionaI pemadama n 

kebakaran; 
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q. Melaksanakan pem eliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan 
keuangan di lingkungan VPTO pemadam kebakaran; 

r. Melaksanakan kesekretariatan pad a VPTO pemadam kebakaran; 
s. Melaksanakan pengelolaan keuangan VPTO pemadam kebakaran; 

t . Melaksanakan pen gaturan, penggunaan dan pem eliharaan sarana dan 
prasarana VPTO pemada.m kebakaran; 

u. Melaksanakan penyusunan usulan rencana anggaran dan pendapatan 
VPTO pemada.m kebakaran; 

v. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan uni t kerja terkait; 
w . Melaksanakan evalu asi dan pela poran hasil pelaksanaan tugas UPTO 

pemada.m kebakaran; dan 

x. e laksanakan tugas kedinasan lainnya. 

Bagian Kedua 
Subbagian Tata Vsaha 

Pasal 10 

(1) Subbagian Tata Vsaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 uruf b 
mempunyai tugas pokok m eliputi: 
a. Melaksanakan pelayanan administ ratif; 
b . Mengoordinasikan, mengen da likan kegiatan ketatausahaan; 
c . Pen gelolaan kepegawaian; dan 
d . Penyusunan program dan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan. 

(2) Oala.m menyeienggarakan tugas pokok, Subbagian Tata Vsaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) m empunyai rincian tugas meliputi : 
a. Menyusu n rencana kerja; 
b . Melaksanakan pen gelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; 
c . Melaksanakan pengelolaan admin istrasi kepegawaian; 
d. M laksanakan pengelolaan administra si keuangan; 
e. Melaksanakan pengelolaan adminis t rasi umum dan ketata laksanaan 

VPTO pemadam ke bakaran; 
f. Melaksanakan pembinaan ketatausahaan, kearsipan dan ke pegawaian; 
g. Melaksanakan pendokumentasian tata naskah dinas dan pengelolaan 

kearsipan; 
h. Melaksanakan p enyia pan bahan penyusu nan rencana usulan anggaran 

penda patan dan belanja VPTO pema dam kebakaran; 
I. Melaksanakan penca tatan anggaran pendapatan dan belanja VPTO 

pem adam kebakaran; 
J . Melaksanakan penYIapan bahan ren cana usulan ke butuhan dan 

pem eliharaan sarana dan pra sarana; 
k. Melaksanakan pencatatan dan penyimpanan aset dan perJengkapan; 
1. Melaksanakan pela poran h asil pelaksanaan tugas kepada Kepala VPTO; 
m . Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan VPTO 

pemadam kebakaran; dan 
n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya. 
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BAB Vl 

TATA KERJA 

Pasal 11 

(1) Kepala UPTD secara teknis op era sional dan a dministratif berada di bawah dan 

bertanggun g ja wab kepa da Kepala Pelaksana. 

(2) Setia p pegawai di lingkungan UPTD Pemadam Kebakaran be rada di ba wa h 
dan bertanggungjawa b kepada Kepala UPTD. 

(3 ) Dalam m elaksanakan tuga s se tiap pegawai sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) h arus menegakkan prinsip koordinasi, in tegrasi, s in kronisasi d an 
simplifikasi baik secara vertikal m aupun horizonta l. 

(4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus m embe rikan laporan 

ten tang pelaksanaan tugasnya secara tera tur, jelas dan tepat p a d a waktunya 
k ep a d a Kepala Pelaksana. 

(5) Set iap pegawai sebagaimana dimaksu d pad a ayat (2) harus m en gikut i dan 
m em a tu hi petunjuk dan ber tanggun g jawab kepa d a Kepala UPTD serta 
men yampaikan laporan tepa t pada waktunya . 

(6) Laporan sebagaimana d imaksud pada aya t (2) diolah dan dipergunakan 

sebagai bahan laporan le bih lanjut. 

(7) Ketentuan mengenai la poran sebagaimana dimaksu d p a d a ayat (3) 
dilaksanaka n sesu ai dengan ketentu an perundang-undangan. 

BAB VlI 

KELOMPOK J ABATAN FUNGSIONAL 

Pasa l 12 

(1) Pada UPTD Pemadan Kebakaran d apa t di teta p kan jabatan fungsional tertentu 
sesuai d engan k e ten tuan pera turan pe rundang-undanga n . 

(2) Ketentuan Je bih lanjut m en genai jaba tan fungs ional seba gaimana dimaksud 
pada aya t (1 ) dia tu r oleh Bupati sesua i ke tentuan p eraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 13 

Pembiayaan UPTD Pemadam Kebakara n dibebankan kepa da Anggara n 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasa l14 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupa ti ml, peja bat yang ada tetap 
menduduki j a batannya dan melaksanakan tugasnya sampai d engan 
ditetapkannya pej a bat yang baru berdasarkan Pera turan Bupati ini. 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tasikmalaya 
Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi , Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran pad a Satuan 
Polisi Pamong Praja, d icabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 16 

Peratu ran Bupati ini mula i berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singapama 
pada tanggal4 Oktober 2021 

S~~~ETARIS AERAH 
~KABUPATIDN 1.' SIKMALAYA, 

11.41 
(~l§. -
~ am.lU.l ZEN 

Ditetapkan di Singapama 
pada tanggal4 Oktober 2 02 1 

BUPATI £s{KMALAYA, 
\ ! 

·~/---""" ( J ,-
1\ ' I 

ADVUGIANTO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021 NOMOR 95 



LAMPIRAN 

NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

95 TAHUN 2021 
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PEMADAM KEBAKARAN PADA BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMADAM KEBAKARAN 

PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

I KEPALA UPTD 

I 
.-. ··, 1 

I 
SUBBAGIAN 

TATA USAHA 

, 

, 
KELOMPOK 

J ABATAN FUNGSIONAL 

BUPAT /l'AStKMALAYA, , 

I 
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